
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR   2 /POJK.03/2016 

TENTANG 

PENGEMBANGAN JARINGAN KANTOR PERBANKAN SYARIAH DALAM 

RANGKA STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI BANK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa saat ini terjadi perlambatan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang dapat mempengaruhi kinerja 

dan kondisi industri perbankan syariah sehingga 

berpotensi mengganggu pertumbuhan perbankan 

syariah; 

b. bahwa untuk merespon kondisi melambatnya 

pertumbuhan perekonomian, diperlukan kebijakan 

yang bersifat sementara untuk mendorong 

pertumbuhan perbankan syariah dengan tetap 

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip 

syariah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan 

Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian 

Nasional Bagi Bank; 

 

 

OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 
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Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3790); 

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah (Lembaran   Negara   Republik   

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG 

PENGEMBANGAN JARINGAN KANTOR PERBANKAN 

SYARIAH DALAM RANGKA STIMULUS PEREKONOMIAN 

NASIONAL BAGI BANK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor 

cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, 

dan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

2. Bank Umum Konvensional adalah Bank Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  
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Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional. 

3. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

4. Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

5. Kantor Cabang yang selanjutnya disingkat KC adalah 

Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum atau 

ketentuan yang mengatur mengenai  Bank Umum 

Syariah atau Kantor Cabang Syariah sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai 

Unit Usaha Syariah. 

6. Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disingkat 

KCP adalah Kantor Cabang Pembantu sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai 

Bank Umum atau ketentuan yang mengatur mengenai 

Bank Umum Syariah atau Kantor Cabang Pembantu 

Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang 

mengatur mengenai Unit Usaha Syariah. 

7. Kantor Fungsional yang selanjutnya disingkat KF 

adalah Kantor Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank 

Umum atau  ketentuan yang mengatur mengenai 

Bank Umum Syariah atau Kantor Fungsional Syariah 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang 

mengatur mengenai Unit Usaha Syariah. 

8. Kantor Kas yang selanjutnya disingkat KK adalah 

Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

yang mengatur mengenai Bank Umum atau  

ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum 

Syariah atau Kantor Kas Syariah sebagaimana 
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dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai 

Unit Usaha Syariah.  

9. Kegiatan Pelayanan Kas yang selanjutnya disingkat 

KPK adalah Kegiatan Pelayanan Kas sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai 

Bank Umum atau ketentuan yang mengatur mengenai 

Bank Umum Syariah atau Kegiatan Pelayanan Kas 

Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang 

mengatur mengenai Unit Usaha Syariah. 

10. Layanan Syariah Bank yang selanjutnya disingkat LSB 

adalah kegiatan penghimpunan dana dan/atau 

pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan 

prinsip syariah, tidak termasuk kegiatan penyaluran 

dana, yang dilakukan di jaringan kantor Bank Umum 

Konvensional untuk dan atas nama Bank Umum 

Syariah. 

11. Layanan Syariah yang selanjutnya disingkat LS adalah 

kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan/atau 

pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan 

Prinsip Syariah yang dilakukan di jaringan kantor 

Bank Umum Konvensional untuk dan atas nama KC 

Unit Usaha Syariah pada bank yang sama. 

12. Modal Inti adalah modal inti sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban 

penyediaan modal minimum bagi Bank Umum atau 

bagi Bank Umum Syariah. 

13. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha yang 

selanjutnya disebut BUKU adalah Bank Umum 

berdasarkan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan 

usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti 

Bank. 

14. Pembukaan Jaringan Kantor adalah pembukaan 

kantor Bank termasuk pembukaan kantor yang 

berasal dari pemindahan alamat atau perubahan 

status kantor Bank. 
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15. Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB 

adalah rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan yang mengatur mengenai rencana 

bisnis bank. 

 

Pasal 2 

Kebijakan pengembangan jaringan kantor perbankan 

syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional 

untuk: 

a. Bank Umum Konvensional yang mendukung 

pengembangan jaringan perbankan syariah  berupa: 

1. Pengurangan alokasi Modal Inti dalam 

perhitungan Pembukaan Jaringan Kantor; 

dan/atau 

2. Pelonggaran perimbangan penyebaran jaringan 

kantor. 

b. Bank Umum Syariah berupa: 

1. Kemudahan persyaratan pembukaan LSB terkait 

wilayah kerja KC induk LSB; 

2. Perluasan cakupan layanan kegiatan kas mobil; 

dan/atau 

3. Penurunan biaya investasi dalam perhitungan 

alokasi Modal Inti untuk Pembukaan Jaringan 

Kantor. 

c. Unit Usaha Syariah berupa: 

1.    Perluasan jenis kantor Bank Umum Konvensional 

yang dapat melakukan kegiatan LS; 

2.    Kemudahan persyaratan pembukaan LS terkait 

wilayah kerja KC induk LS; 

3.    Perluasan cakupan layanan kegiatan kas mobil; 

dan/atau 

4.    Penurunan biaya investasi dalam perhitungan 

alokasi Modal Inti untuk Pembukaan Jaringan 

Kantor. 
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BAB II 

PEMBUKAAN LAYANAN KEGIATAN PERBANKAN SYARIAH 

Bagian Kesatu 

Layanan Syariah Bank bagi Bank Umum Syariah 

 

Pasal 3 

(1) Bank Umum Syariah dapat melakukan kerjasama 

dengan Bank Umum Konvensional yang memiliki 

hubungan kepemilikan dengan Bank Umum Syariah 

dalam bentuk kegiatan LSB. 

(2) Kegiatan LSB hanya dapat dilakukan apabila 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Bank Umum Konvensional tidak memiliki Unit 

Usaha Syariah; 

b. kegiatan LSB berada dalam 1 (satu) wilayah 

koordinasi Kantor Regional Otoritas Jasa 

Keuangan dengan KC Bank Umum Syariah yang 

menjadi induk LSB; 

c. menggunakan sumber daya manusia Bank 

Umum Konvensional yang telah memiliki 

pengetahuan yang memadai mengenai produk 

dan aktivitas bank syariah; 

d. didukung oleh teknologi sistem informasi yang 

memadai dengan menggunakan jaringan Bank 

Umum Konvensional dan/atau jaringan Bank 

Umum Syariah; dan 

e. terdapat perjanjian kerjasama antara Bank 

Umum Syariah dengan Bank Umum 

Konvensional. 

(3) Wilayah koordinasi Kantor Regional Otoritas Jasa 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b disampaikan melalui surat tersendiri. 
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Bagian Kedua 

Layanan Syariah bagi Unit Usaha Syariah 

 

Pasal 4 

(1) Kegiatan LS dapat dilaksanakan pada jaringan kantor 

Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha 

Syariah dengan persyaratan sebagai berikut: 

a. lokasi kegiatan LS berada dalam 1 (satu) wilayah 

koordinasi Kantor Regional Otoritas Jasa 

Keuangan dengan KC Unit Usaha Syariah yang 

menjadi induk LS; 

b. menggunakan sumber daya manusia yang telah 

memiliki pengetahuan yang memadai mengenai 

produk dan aktivitas bank syariah; dan 

c. didukung oleh teknologi sistem informasi yang 

memadai. 

(2) Kegiatan LS di jaringan kantor Bank Umum 

Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sebagai berikut: 

a. KC dan/atau KCP, dapat melakukan kegiatan 

penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa 

perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah; 

b. KF operasional dan/atau KK dapat melakukan 

kegiatan sesuai dengan fungsi dan kegiatan yang 

dapat dilakukan KF dan/atau KK tersebut. 

(3) Wilayah koordinasi Kantor Regional Otoritas Jasa 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    

huruf a disampaikan melalui surat tersendiri. 

 

BAB III 

KEGIATAN PELAYANAN KAS 

 

Pasal 5 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat 

membuka kas keliling berupa kas mobil untuk melayani 

nasabah baru untuk pembukaan rekening tabungan haji 
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dan/atau tabungan umroh sepanjang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. di lokasi wilayah sekitar kas mobil tidak terdapat 

kantor syariah atau kantor yang memberikan layanan 

syariah; 

b. menempatkan pegawai yang memadai yang dapat 

mendukung proses pembukaan rekening tabungan 

haji dan/atau tabungan umroh; 

c. menyediakan sistem pendukung yang diperlukan 

untuk proses pembukaan rekening tabungan haji 

dan/atau tabungan umroh; dan 

d. memiliki prosedur operasional standar yang sama 

untuk pembukaan rekening tabungan haji dan/atau 

tabungan umroh di kas mobil dengan pembukaan 

rekening tabungan haji dan/atau tabungan umroh di 

kantor lainnya. 

 

Pasal 6 

Persyaratan ketersediaan alokasi Modal Inti tidak berlaku 

untuk kas mobil yang melakukan kegiatan operasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

 

BAB IV 

JARINGAN KANTOR BERDASARKAN MODAL INTI BANK 

 

Bagian Kesatu 

Pengurangan Alokasi Modal Inti bagi Bank Umum 

Konvensional yang Mendukung Pengembangan Jaringan 

Perbankan Syariah 

 

Pasal 7 

(1) Bank Umum Konvensional yang mendukung 

pengembangan jaringan perbankan syariah diberikan 

insentif berupa pengurangan alokasi Modal Inti dalam 

perhitungan Pembukaan Jaringan Kantor yang sudah 

ada maupun yang akan dibuka. 
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(2) Pengembangan jaringan perbankan syariah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bank 

Umum Konvensional dalam bentuk pemberian layanan 

syariah melalui kegiatan LSB atau LS pada jaringan 

kantor Bank Umum Konvensional. 

(3) Pengurangan alokasi Modal Inti dalam perhitungan 

Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) didasarkan pada angka insentif yang 

lebih besar antara: 

a. pencapaian rasio tertentu antara aset Bank Umum 

Syariah atau Unit Usaha Syariah terhadap aset 

Bank Umum Konvensional; dan 

b. klasifikasi BUKU dari Bank Umum Konvensional. 

(4) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan besaran insentif 

dalam persentase tertentu untuk perhitungan 

pengurangan alokasi Modal Inti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dengan mengacu pada 

Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

ini. 

(5) Pengurangan alokasi Modal Inti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), juga memperhitungkan  rasio 

jumlah LSB atau LS terhadap jumlah jaringan kantor 

Bank Umum Konvensional, dengan contoh 

perhitungan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.  

(6) Bank Umum Konvensional mencantumkan 

perhitungan pengurangan alokasi Modal Inti dalam 

RBB dengan menggunakan rasio aset dan rasio LSB 

atau LS posisi akhir bulan September. 

 

Bagian Kedua 

Perimbangan Penyebaran Jaringan Kantor bagi Bank 

Umum Konvensional yang Mendukung Pengembangan 

Jaringan Perbankan Syariah 
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Pasal 8 

(1) Dalam rangka perimbangan penyebaran jaringan 

kantor, Bank Umum Syariah dan Bank Umum 

Konvensional yang membuka jaringan kantor di zona 1 

atau zona 2 dalam jumlah tertentu wajib diikuti 

pembukaan jaringan kantor di zona 5 atau zona 6. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku bagi BUKU 3 dan BUKU 4 dan dalam 

pelaksanaannya wajib memenuhi ketersediaan alokasi 

Modal Inti untuk Pembukaan Jaringan Kantor. 

(3) Kewajiban Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi Bank 

Umum Syariah atau Bank Umum Konvensional yang 

dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan melakukan 

Pembukaan Jaringan Kantor di zona 1 atau zona 2 

yang merupakan wilayah provinsi tempat kedudukan 

kantor pusatnya. 

(4) Perimbangan penyebaran Jaringan Kantor bagi Bank 

Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai 

berikut: 

a.    Pembukaan 3 (tiga) KC di zona 1 atau zona 2 

wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC di 

zona 5 atau zona 6; 

b.    Pembukaan 3 (tiga) KCP di zona 1 atau zona 2 

wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KCP 

atau 1 (satu) KC di zona 5 atau zona 6. 

 

Pasal 9 

Perimbangan penyebaran Jaringan Kantor  sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), bagi Bank Umum 

Konvensional yang mendukung pengembangan perbankan 

syariah diberikan kelonggaran sebagai berikut:  

a. Bagi Bank Umum Konvensional yang memiliki rasio 

jumlah LSB atau LS terhadap jumlah jaringan kantor 

Bank Umum Konvensional  di atas 25% (dua puluh 

lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), 
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pembukaan 4 (empat) KC atau KCP di zona 1 atau 

zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC 

atau KCP di zona 5 atau zona 6; 

b. Bagi Bank Umum Konvensional yang memiliki rasio 

jumlah LSB atau LS terhadap jumlah jaringan kantor 

Bank Umum Konvensional  di atas 50% (lima puluh 

persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen), 

pembukaan 5 (lima) KC atau KCP  di zona 1 atau zona 

2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC atau 

KCP di zona 5 atau zona 6; 

c. Bagi Bank Umum Konvensional yang memiliki rasio 

jumlah LSB atau LS terhadap jumlah jaringan kantor 

Bank Umum Konvensional  di atas 75% (tujuh puluh 

lima persen), pembukaan 6 (enam) KC atau KCP  di 

zona 1 atau zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 

(satu) KC atau KCP di zona 5 atau zona 6.  

 

Pasal 10 

Kewajiban pembukaan KC atau KCP di zona 5 atau zona 6 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 

untuk Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Dalam hal pembukaan KC atau KCP di zona 1 atau 

zona 2 merupakan kantor konvensional, kewajiban 

pembukaan KC  atau KCP di zona 5 atau zona 6 

berupa KC atau KCP konvensional atau syariah; 

b. Dalam hal pembukaan KC atau KCP di zona 1 atau 

zona 2 merupakan kantor syariah, kewajiban 

pembukaan KC atau KCP di zona 5 atau zona 6 

berupa KC atau KCP syariah. 

 

Bagian Ketiga 

Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 
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Pasal 11 

(1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan biaya investasi 

Pembukaan Jaringan Kantor berdasarkan BUKU. 

(2) Rincian biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor 

untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

BUKU 3 dan BUKU 4 disesuaikan dengan mengacu 

pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

ini.  

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 12 

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai 

berlaku, ketentuan dalam: 

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5476); 

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang  Unit Usaha Syariah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5477); 

c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 

Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor 

Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 286, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5384);  

d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/7/DPNP 

tanggal 8 Maret 2013 tentang Pembukaan Jaringan 

Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti; dan 
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e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/8/DPbS 

tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembukaan Jaringan 

Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

Berdasarkan Modal Inti, 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan ini. 

 

Pasal 13 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai 

dengan tanggal 31 Januari 2019. 

 

Pasal 14 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Januari 2016 

KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

                                                                             ttd 

MULIAMAN D HADAD 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Januari 2016 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

  

ttd 

YASONNA H. LAOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR  14 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Direktur Hukum 1 

Departemen Hukum 

 

ttd 

Yuliana 



 
 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR   2 /POJK.03/2016 

TENTANG PENGEMBANGAN JARINGAN KANTOR PERBANKAN SYARIAH 

DALAM RANGKA STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI BANK  

 

I. UMUM 

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perbankan syariah 

ditengah melambatnya situasi perekonomian nasional yang turut 

berdampak terhadap melambatnya perkembangan perbankan syariah, 

diperlukan upaya untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan 

syariah melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat countercyclical antara 

lain terkait dengan ketentuan mengenai jaringan kantor dan alokasi 

modal inti.  

 Kebijakan countercyclical dimaksud ditujukan untuk mendorong 

fungsi intermediasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan 

potensi ekspansi pembiayaan perbankan syariah serta  menjaga 

keberlangsungan usaha (sustainability) industri perbankan syariah 

yang dapat berdampak terhadap stabilitas sistem perbankan.   

 Kebijakan countercyclical ini bersifat sementara (temporary policy) 

sehingga seiring dengan membaiknya kinerja dan kondisi keuangan 

industri perbankan syariah serta pertumbuhan ekonomi, kebijakan 

dimaksud dapat disesuaikan kembali.  

Sehubungan dengan pertimbangan di atas, perlu mengatur 

mengenai pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam 

rangka stimulus perekonomian nasional bagi Bank dalam suatu 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

       Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

 Huruf a 

Bank Umum Konvensional yang mendukung pengembangan 

jaringan perbankan syariah yaitu:  

1. Bank Umum Konvensional yang memiliki Bank Umum 

Syariah; 

2. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha 

Syariah; atau  

3. Bank Umum Konvensional yang memiliki hubungan 

kepemilikan dengan Bank Umum Syariah. 

 

Bank Umum Konvensional memiliki hubungan kepemilikan 

dengan Bank Umum Syariah apabila: 

1. Bank Umum Konvensional merupakan Pemegang Saham 

Pengendali Bank Umum Syariah; atau 

2. Pemegang Saham Pengendali Bank Umum Konvensional 

juga merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank 

Umum Syariah. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Bank Umum Konvensional memiliki hubungan kepemilikan 

dengan Bank Umum Syariah apabila: 

1. Bank Umum Konvensional merupakan Pemegang Saham 

Pengendali Bank Umum Syariah; atau 

2. Pemegang Saham Pengendali Bank Umum Konvensional 

juga merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank 

Umum Syariah. 
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Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Bank Umum Syariah dapat menempatkan sumber daya 

manusia yang berasal dari Bank Umum Syariah dalam 

kegiatan LSB terbatas pada kegiatan pemasaran. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Perjanjian kerjasama paling sedikit mencakup tujuan 

dan ruang lingkup kerjasama, mekanisme kerjasama, 

hak dan kewajiban para pihak, kerahasiaan, 

pembebanan biaya, pelaporan, tanggung jawab atas 

kerugian, evaluasi, jangka waktu perjanjian, 

penyelesaian perselisihan, serta analisis dan mitigasi 

risiko. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “teknologi sistem informasi yang 

memadai” adalah teknologi sistem informasi yang 

memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah 

syariah secara otomasi dan online serta terpisah dengan 

pencatatan transaksi perbankan konvensional. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
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Huruf b 

Definisi KF operasional Bank Umum Konvensional 

mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai bank 

umum. 

Contoh 1: 

KF melakukan kegiatan usaha penyaluran kredit Usaha 

Mikro dan Kecil (UMK) sehingga LS yang berada di KF 

hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan 

kegiatan usaha penyaluran pembiayaan Usaha Mikro 

dan Kecil (UMK) syariah. 

Contoh 2: 

KK hanya melakukan kegiatan usaha di luar penyaluran 

dana sehingga LS yang berada di KK hanya dapat 

melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatan usaha KK. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “wilayah sekitar” adalah lokasi 

tempat kedudukan kas mobil dalam radius 5 (lima) kilometer. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “memadai” adalah kecukupan jumlah 

pegawai dan kemampuan pegawai dalam mendukung proses 

pembukaan rekening tabungan haji dan/atau tabungan 

umroh. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “sistem pendukung” adalah 

kecukupan teknologi informasi yang dibutuhkan untuk 

proses pembukaan rekening tabungan haji dan/atau 

tabungan umroh.  

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 
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Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Rasio aset Bank Umum Syariah menggunakan rumus 

sebagai   berikut:  

 

Total aset Bank Umum Syariah 
X 100% 

Total aset Bank Umum Konvensional 

 

Rasio aset Unit Usaha Syariah menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Total aset Unit Usaha Syariah  
X 100% Total aset Bank Umum Konvensional 

-  Total aset Unit Usaha Syariah 
  

Huruf b 

Bank Umum Konvensional yang mendukung 

pengembangan jaringan perbankan syariah yaitu:  

1. Bank Umum Konvensional yang memiliki Bank 

Umum Syariah; 

2. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit 

Usaha Syariah; atau  

3. Bank Umum Konvensional yang memiliki hubungan 

kepemilikan dengan Bank Umum Syariah. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3)  

Yang dimaksud “Bank Umum Syariah atau Bank Umum 

Konvensional yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah” adalah 

Bank Umum Syariah atau Bank Umum Konvensional yang 

sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kota. 

Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendukung peran Bank 

Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang dimiliki 

oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan pembangunan 

daerah. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Contoh: 

Bank Umum Konvensional memiliki rasio jumlah LSB atau LS 

terhadap jumlah jaringan kantor Bank Umum Konvensional 

sebesar 45% (empat puluh lima persen), maka:  

1. Pembukaan 4 (empat) KC di zona 1 atau zona 2 wajib diikuti 

dengan pembukaan 1 (satu) KC di zona 5 atau zona 6. 

2. Pembukaan 4 (empat) KCP di zona 1 atau zona 2 wajib diikuti 

dengan pembukaan 1 (satu) KCP atau 1 (satu) KC di zona 5 

atau zona 6. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11  

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 
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Pasal 14 

Cukup jelas. 
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PERBANKAN SYARIAH DALAM RANGKA 

STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL 

BAGI BANK  

 

 

BESARAN INSENTIF DALAM RANGKA PENGURANGAN ALOKASI MODAL 

INTI UNTUK PERHITUNGAN PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR 

 

Insentif dari rasio aset 

Rasio aset Insentif 

>0.5% sd 2.5% 10% 

>2.5% sd 5% 15% 

>5% sd 10% 20% 

>10% 25% 

 

Insentif dari BUKU BUK 

BUKU 1 BUKU 2 BUKU 3 BUKU 4 

10% 15% 20% 25% 

 

 

KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

                       ttd 

 

MULIAMAN D. HADAD 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Direktur Hukum 1 

Departemen Hukum 

 

ttd 

 

Yuliana 
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BAGI BANK  

 

CONTOH  INSENTIF PENGURANGAN ALOKASI MODAL INTI UNTUK 

PERHITUNGAN PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR 

 

Contoh 1 

Bank Umum Konvensional A memiliki Bank Umum Syariah B dengan 

informasi sebagai berikut: 

a. telah membuka LSB sebanyak 1440 dan memiliki jaringan kantor Bank 

Umum Konvensional keseluruhan sebanyak 1800; 

b. memiliki Modal Inti Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh trilyun 

rupiah) (BUKU 4) dengan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan 2 

dalam 1 tahun terakhir;  

c. memiliki rasio aset (aset Bank Umum Syariah terhadap aset Bank 

Umum Konvensional) pada bulan September sebesar 6% (enam persen); 

d. kebutuhan alokasi Modal Inti untuk kantor yang sudah ada sebesar 

Rp24.000.000.000.000,00 (dua puluh empat trilyun rupiah); 

e. pada RBB mengajukan rencana pembukaan kantor Bank Umum 

Konvensional sebanyak 50 dengan kebutuhan alokasi modal inti sebesar 

Rp2.000.000.000.000,00 (dua trilyun rupiah). 

 

Dari informasi tersebut di atas, maka: 

a. rasio LSB terhadap jaringan kantor Bank Umum Konvensional sebesar 

80% (delapan puluh persen); 

b. besaran insentif yang diperoleh dari rasio aset adalah 20% (dua puluh 

persen) sedangkan besaran insentif yang diperoleh dari klasifikasi BUKU 

adalah 25% (dua puluh lima persen).  

 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka  pengurangan alokasi modal inti 

yang diperoleh oleh Bank Umum Konvensional A adalah sebagai berikut: 

a. Pengurangan alokasi modal inti untuk kantor yang sudah ada 

= Besaran insentif x rasio LSB x total kebutuhan alokasi Modal 

Inti untuk kantor yang telah ada 

= 25% x 80% x Rp24.000.000.000.000,00 
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= Rp4.800.000.000.000,00 

Dengan demikian, sisa modal inti setelah perhitungan alokasi modal inti 

untuk kantor yang sudah ada yang semula hanya sebesar 

Rp26.000.000.000.000,00 (dua puluh enam trilyun rupiah) bertambah 

menjadi Rp30.800.000.000.000,00 (tiga puluh trilyun delapan ratus milyar 

rupiah). 

  

b. Pengurangan alokasi modal inti untuk kantor yang akan dibuka 

= Besaran insentif x rasio LSB x total kebutuhan alokasi Modal 

Inti untuk kantor yang akan dibuka 

= 25% x 80% x Rp2.000.000.000.000,00 

= Rp400.000.000.000,00  

 

Dengan demikian, sisa modal inti setelah perhitungan alokasi modal inti 

untuk kantor yang sudah ada dan yang akan dibuka yang semula sebesar 

Rp26.000.000.000.000,00 (dua puluh enam trilyun rupiah) bertambah 

menjadi sebesar Rp29.200.000.000.000,00 (dua puluh sembilan trilyun dua 

ratus milyar rupiah). 

 

Contoh 2 

Bank Umum Konvensional X memiliki Unit Usaha Syariah Y dengan informasi 

sebagai berikut: 

a. telah membuka LS sebanyak 70 dan memiliki jaringan kantor konvensional 

sebanyak 100; 

b. memiliki Modal Inti Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus milyar rupiah) 

(BUKU 1) dengan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan 3 dalam 1 tahun 

terakhir;  

c. memiliki rasio aset (aset Unit Usaha Syariah terhadap aset Bank Umum 

Konvensional) pada bulan September sebesar 4% (empat persen); 

d. kebutuhan alokasi Modal Inti untuk kantor yang sudah ada sebesar 

Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah); 

e. pada RBB mengajukan rencana pembukaan kantor konvensional dan 

syariah sebanyak 5 dengan kebutuhan alokasi modal inti sebesar 

Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah). 

 

Dari informasi tersebut diatas, maka: 

a. rasio LS terhadap jaringan kantor konvensional sebesar 70% (tujuh puluh 

persen); 

b. besaran insentif yang diperoleh dari rasio aset adalah 15% (lima belas 

persen) sedangkan besaran insentif yang diperoleh dari klasifikasi BUKU 

adalah 10% (sepuluh persen). 

 

Sehubungan dengan hal tersebut maka  pengurangan alokasi modal inti yang 

diperoleh oleh Bank Umum Konvensional X adalah sebagai berikut: 

a. Pengurangan alokasi modal inti untuk kantor yang sudah ada 

= Besaran insentif x rasio LS x total kebutuhan alokasi Modal Inti 

untuk kantor yang telah ada 



- 2 - 
 

= 15% x 70% x Rp700.000.000.000,00 

= Rp73.500.000.000,00 

 

Dengan demikian, sisa modal inti setelah perhitungan alokasi modal inti 

untuk kantor yang sudah ada yang semula hanya sebesar 

Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) bertambah menjadi 

Rp273.500.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta 

rupiah).  

b. Pengurangan alokasi modal inti untuk kantor yang akan dibuka 

= Besaran insentif x rasio LS x total kebutuhan alokasi Modal Inti 

untuk kantor yang akan dibuka 

= 15% x 70% x Rp80.000.000.000,00 

= Rp8.400.000.000,00  

 

Dengan demikian, sisa modal inti setelah perhitungan alokasi modal inti 

untuk kantor yang sudah ada dan yang akan dibuka yang semula sebesar 

Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) bertambah menjadi 

sebesar Rp201.900.000.000,00 (dua ratus satu milyar sembilan ratus juta 

rupiah). 

 

 

 

KETUA DEWAN KOMISIONER 
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BIAYA INVESTASI PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM SYARIAH 

DAN UNIT USAHA SYARIAH  

 

Jenis Kantor 

Biaya Investasi 

Pembukaan Jaringan 

Kantor pada                         

BUKU 1 dan BUKU 2 

Biaya Investasi 

Pembukaan Jaringan 

Kantor pada                           

BUKU 3 dan BUKU 4 

Kantor Cabang Rp3.000.000.000,00 Rp5.000.000.000,00 

Kantor Wilayah yang Bersifat 

Operasional 
Rp3.000.000.000,00 Rp5.000.000.000,00 

Kantor Cabang Pembantu Rp1.500.000.000,00 Rp 2.000.000.000,00 

Kantor Fungsional yang 
Melakukan Kegiatan 

Operasional 

Rp1.500.000.000,00 Rp 2.000.000.000,00 

Kantor Kas  Rp500.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00 

Kantor lainnya yang bersifat 
operasional di luar negeri atau 
Kantor Perwakilan apabila 

melakukan kegiatan operasional 

Rp500.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00 

 

 

KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

                       ttd 

 

MULIAMAN D. HADAD 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Direktur Hukum 1 

Departemen Hukum 

 

 

ttd 

Yuliana 
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